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alam setiap pesta

demokrasi lima

tahunan, euforia

rakyat hanya fokus

pada masa

kampanye, hari-H
pemilihan, dan hasil penghitungan
bahwa di daerah pemilihan (dapil)
ini dan itu yang terpilih caleg ini dari
partai itu, dan seterusnya.

Sedikit perhatian publik untuk mengkaji
tentang dampak sistem pemilu terhadap sisa
suara setelah habis dikonversi menjadi kursi.
Sisa suara inilah yang disebut dengan suara
yang tidak terpakai/terbuang (wasted vote).

Pemilu adalah konsekuensi dari negara
demokrasi. Secara teoretis, ada tiga model
sistem pemilihan, yakni sistem mayoritas/
pluralitas, sistem perwakilan proporsional,
dan sistem campuran antara mayoritas dan
perwakilan.

Sejak Orde Baru usai, Indonesia konsisten
menerapkan sistem perwakilan proposional.
Pada pemilu 1999 dan 2004, sistem yang
digunakan adalah perwakilan proposional
dengan daftar tertutup (closed-list PR).

Sementara sejak 2009 hingga 2019,
sistem yang digunakan adalah perwakilan
proporsional dengan daftar terbuka (open-
list PR). Di dalam closed-list PR, snara diang-
gap sah jika pemilih mencoblos partai.

Semakin kecil nomor urut, semakin
menentukan keterpilihan caleg. Nomor urut
satu lebih menentukan untuk mendapatkan
kursi daripada nomor urut dua, tiga, dan
seterusnya. Sedangkan di open-list PR, suara
sah jika pemilih mencoblos caleg langsung.

Nomor urut tidak menentukan keterpi-
lihan caleg karena kursi ditentukan oleh suara
terbanyak bukan nomor urut. Bisa jadi nomor
urut delapan terpilih ke parlemen daripada
nomor urut satu.

Dalam hal penghitungan suara yang di-
konversi menjadi kursi, Indonesia menggu-
nakan metode hare quota sejak 1955 hingga
2014.

Cara metode ini menghitung kursi adalah
dengan rumus jumlah total suara sah semua
partai dibagi dengan jumlah kursi yang dise-
diakan disatu dapil tertentu. Sementara itu,
mulai 2019, Indonesia menerapkan metode
baru bernama Sainte Lague Murni (SLM).

Rumusnya adalah suara sah yang diper-
oleh masing-masing partai dibagi berdasar-
kan angka ganjil secara berurutan, yaitu 1, 3,
5, 7. dan seterusnya. Kemudian, kursi di-
bagikan kepada peraih suara secara berurut-
an, dimulai dari suara terbanyak.

Jika dilihat dari perspektif matematika
pemilu, SLM dianggap lebih adil dibanding-
kan hare quota. Apa bukti SLM lebih adil
dibandingkan metode lain?

Dari hasil olah data penulis terhadap
suara Pileg 2014, wasted vote dalam penghi-
tungan SIM lebih rendah dibandingkan hare
quota. Namun, jumlah wasted votetetaplah
menjadi persoalan tersendiri dalam pemilu.

Dari7y dapil di Indonesia untuk kursidi
DPR 2014, suara yang terbuang kurang lebih
25 juta dari total suara sah 124.972.491. Se-
cara spesifik, ada sekitar 13 jutaan suara yang
terbuang sia-sia di Jawa dan sekitar enam
jutaan suarayang terbuang di Sumatra.

Selebihnya, 2,5 juta wasted vote di Su-
lawesi, hampir dua juta wasted vote di Ka-
limantan, satu jutaan wasted vote di Nusa
Tenggara Bali, serta satu jutaan juga di ke-
pulauan Maluku dan Papua.

Angka ini menunjukkan, kurang lebih ada
20 persen suara rakyat yang tidak terpakai
dan tidak bisa dikonversi menjadi kursi. Jum-
lah ini hampir tiga kali lipat dari penduduk
DKI Jakarta. Angka wasted vote di Pemilu
2014 adalah angka yang sangat fantastis.

Angka ini belum ditambah dengan suara
vang tidak sah dan suara golput, baik golput
administratif maupun golput murni. Golput
adiminstratif adalah golput karena pada hari-
H pemilihan, si pemilih tidak berada di
alamat sesuai KTP.

Sementara golput murni adalah akibat si
pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dan
tidak datang ke TPS. Jika angka 25 juta di-

konversi menjadi kursi, puluhan kursi di par-
lemen seharusnya bisa dihasilkan. Namun,
regulasi pemilu tidak menghendaki demikian.

Sebanyak 25 juta suara yang merupakan
hasil perjuangan rakyat datang ke TPS seakan
tidak bermakna sama sekali. Bagi parapejuang
pro-demokrasi, ini merupakan risiko demo-
krasi. Tapi, apakah ini pilihan sistem yang
terbaik?

Tidak adakah sistem lain yang dapat me-
ngurangi risiko sedikitnya wasted vote se-
hingga suara rakyat tidak hilang terlalu ba-
nyak?

Sistem pemilu di Jerman yang menggu-
nakan mixed member proportional (MMP)
bisa jadi salah satu alternatif solusi mengu-
rangi wasted vote. Dalam MMP, ada dua sis-
tem yang digunakan: satu sistem mayoritas
dansatu sistem PR.

Teknisnya, rakyat akan memilih dua jenis
suara dalam satu kertas suara: satu memilih
untuk sistem mayoritas dan satunya lagi me-
milih untuk sistem PR.

Dalam MMP, berlaku apa yang disebut
dengan overhang mandates atau kursi tam-
bahan yang merupakan bonus bagi partai
politik yang mampu mengumpulkan suara
melebihi jumlah minimal harga satu kursi.

Sebagai contoh, harga satu kursi setara
dengan satu juta suara, dan sebuah partai
mampu menghasilkan lebih dari tiga juta sua-
ra maka di dapil tersebut, si partai memper-
oleh satu kursi dan dua tambahan kursi se-
bagai bonus kerja keras partai.

Iniyang disebut dengan overhang man-
dates. Karena itu, meski ketersediaan kursi
untuk DPR di Pileg 2019 adalah 575, jika
Indonesia menggunakan sistem MMP, hasil
akhir pemilu bisa saja memunculkan angka
595 kursi atau lebih.

Sebanyak 20 kursi di antaranya merupa-
kan overhang mandates atas kerja keras
partai dan para calegnya. Di sinilah kemudian
sisa suara yang habis terbagi oleh kursi tidak
hilang begitu saja karena dihargai dengan
kursi juga.

Ide ini bisa menjadi usulan pembahasan
RUU Pemilu berikutnya. Suara rakyat benar-
benar dijunjung tinggi oleh demokrasi, tidak
hilang dan sekadar diapresiasi dalam kata-
kata puitis. m



